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Abstrak
 

Penelitian ini membahas tentang penerapan asas itikad baik (<em>utmost good faith</em>) yang ada dalam

asuransi jiwa syariah. Prinsip <em>utmost good faith</em> di satu sisi memberikan manfaat sebagai

alternatif keterbukaan fakta material dalam kontrak asuransi jiwa. Namun penerapan <em>utmost good faith

</em>di Indonesia tercantum dalam Pasal 251 KUHD memiliki kelemahan seperti penanggung tidak

memiliki kewajiban memberikan informasi yang seharusnya diketahui oleh tertanggung. Prinsip kejujuran

dalam Islam menghendaki tanggung jawab yang seimbang antara tertanggung dan penanggung. Untuk

mencapai keadilan dalam perjanjian. Tujuan penelitian ini adalah untuk mengkaji dan menganalisis sejauh

mana penerapan prinsip <em>utmosh good faith </em>dalam asuransi jiwa syariah. Penelitian ini

menggunakan metode penelitian yuridis normatif dan metode kualitatif. Penelitian ini menemukan bahwa

penerapan <em>utmost </em><em>good faith</em> kurang melindungi hak-hak informasi calon

tertanggung. KUHD pasal 251 dan Undang-Undang Nomor 40 tahun 2014 tentang Perasuransian belum

cukup untuk menjadi landasan terhadap penerapan <em>utmost </em><em>good</em><em> faith,

</em>karena tidak mengatur secara jelas keterbukaan informasi harus disampaikan oleh penanggung. Oleh

karena itu, aturan mengenai prinsip <em>utmost good faith</em> yang berlaku dan mengikat seperti yang

tercantum di Pasal 251 Kitab Undang-Undang Hukum Dagang (KUHD) perlu direvisi dan diperkuat

kembali dengan memasukkan unsur kewajiban penanggung dalam memberikan informasi selengkap-

lengkapnya kepada tertanggung. Serta Dewan Syariah Nasional (DSN) MUI perlu mengeluarkan fatwa yang

spesifik dan implementatif mengatur prinsip <em>utmost good faith</em> atau prinsip kejujuran sempurna

yang berlaku sebagai dasar akad perjanjian asuransi jiwa syariah demi menjamin keadilan dalam

bertransaksi.

......This research discusses the application of utmost good faith in sharia life insurance. The principle of

utmost good faith provides benefits as an alternative to the disclosure of material facts in life insurance

contracts. However, the application of utmost good faith in Indonesia listed in Article 251 of KUHD has

weaknesses that can harm the prospective insured, such as the insurer has no obligation to provide

information that should be known by the prospective insured. Yet to achieve justice in the agreement both

are charged the same responsibility. The purpose of this research is to examine and analyze the extent the

application of the principles of good faith in Islamic life insurance. This research uses normative juridical

research methods and qualitative methods. This research found that the application of utmost good faith

does not protect the information rights of prospective insured. KUHD article 251 and Law Number 40 of

2014 concerning Insurance is not sufficient to be the basis for the application of utmost good faith, because

it does not clearly regulate the disclosure of information that must be submitted by the insurer. This causes

information imbalance, because it tends to favor the insurer. Therefore, the rules regarding the principle of

utmost good faith that apply and are binding as stated in Article 251 of the Law on Trade Law (KUHD)

need to be revised and strengthened again by including elements of the insurer's obligation in providing
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complete information to the insured. And the National Sharia Council (DSN) MUI needs to issue a specific

and implementative fatwa regulating the principle of utmost good faith or the principle of perfect honesty

that applies as the basis for the sharia life insurance agreement agreement to ensure fairness in transactions.


